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ABSTRAK 

 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh Tahun 

2019-2020. Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 46 sampel. Objek dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 

Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the effect of Regional Tax on Regional 

Original Income in Regencies/Cities in Aceh Province in 2019-2020. This 

research method is a quantitative method. The population in this study were 46 

samples. The object in this research is the Regency/City in Aceh Province in 

2019-2020. Data analysis techniques in this study using simple linear regression 

analysis. The type of data used in this research is secondary data. The results of 

the study show that local taxes have a positive effect on Regional Original Income 

in Regencies/Cities in Aceh Province in 2019-2020. 

 

Keywords: Local Tax and Local Revenue 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Pembangunan daerah saat ini telah berjalan atau berlangsung di setiap 

daerah yang ada diwilayah Indonesia dengan yang dilaksanakan berdasarkan 

peraturan pemerintah atau prinsip-prinsip otonomi daerah. Kegiatan pembangunan 

dilaksanakan berdasarkan kepentingan daerah atau mempertimbangkan pada 

kebutuhan daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu proses berkala dan 

terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik, dimana pada setiap prosesnya 

dibutuhkan dana, biaya dan sumber daya yang cukup, agar pembangunan bisa 

menyentuh setiap lapisan masyarakat. Namun demikian, sumber-sumber yang ada 

tidak cukup atau terbatas dalam membiayai semua jenis kegiatan. Oleh karena itu, 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sendiri 

sumber pembiayaan agar dapat memenuhi kebutuhan permodalan pada sektor-

sektor pembangunan yang dilakukan.  

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kebebasan yang penuh 

dalam menentukan kepentingan belanja yang dianggap penting oleh daerah.  

Sehingga dengan demikian merupakan suatu hal yang biasa apabila kepentingan 

belanja antara satu daerah dengan daerah yang lain berbeda satu sama lainnya. 

Kepentingan belanja daerah berdampak oleh perencanaan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Perancanaan merupakan gambaran apa yang diinginkan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau kota di masa yang akan datang, 

sehingga rencana strategis memegang peranan dalam menentukan struktur dan 

arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rizki, 2021). 



2 

 

 

 

Kegiatan pajak dalam penerimaan negeri sangat berpengaruh bagi daerah,  

namun masih belum tercapai jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum 

patuh terhadap kewajiban atau penyetoran wajib pajak. Kemandirian 

pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, 

setiap masyarakat harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil 

pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan 

pembangunan semakin besar. Jumlah pencapaian pajak di Provinsi Aceh tahun 

2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Tingkat Pencapai Pajak di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020 (Milyar Rupiah) 

 
 Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2022) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa target pajak di 

Provinsi Aceh pada tahun 2019 sebesar 5.261,06 dan realisasi pajak sebesar 

2.565,91 dengan tingkat persentase hanya 50,50%, kemudian target pajak di 

Provinsi Aceh pada tahun 2020 sebesar 5.816,28 dan realisasi pajak sebesar 
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2.694,89 dengan tingkat persentase hanya 46,33%, artinya realisasi pajak di 

Provinsi Aceh mengalami penurunan pada tahun 2020. 

Pendapatan yang dikembangkan di daerah diharapkan dapat menjadi 

sumber pendapatan potensial yang dikembangkan untuk menjadi pendapatan 

utama dan menjadi sumber anggaran pendapatan daerah dalam rangka mendukung 

pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mendapat kewenangan 

untuk mengelola sumber daya pendapatan daerah (Wandira, 2013). Sesuai yang 

tercantum dalam undang- undang UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi 

Daerah di mana adanya peluang bagi daerah untuk menggali potensi keuangan 

yang ada didaerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur 

sumber-sumber keuangan dalam rangka membiayai pembangunan daerahnya. 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara bertahap harus mampu meningkatkan 

kemandirian keuangan daerahnya. Usaha pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu 

cara dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. 

UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa sumber-sumber 

pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari PAD dan Dana 

Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Adapun 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi alokasi belanja modal. Peningkatan PAD diharapkan dapat 

meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas 
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pelayanan publik semakin membaik. Pemerintah daerah yang berhasil 

menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak 

terlepas dari kemampuan dalam meningkatkan PAD serta pengelolaan APBD 

secara efektif dan efesien. 

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, salah satu 

sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya terdiri dari hasil pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak 

menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan adalah  

“konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan 

retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang 

berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah bahwa Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut 

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
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bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Untuk mengetahui jumlah pajak daerah 

dan pendapatan asli daerah dari beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh dapat 

dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pajak Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

NO Kabupaten/ Kota Tahun Pajak Daerah 

(Milyar 

Rupiah) 

PAD 

(Milyar 

Rupiah) 

1 
Aceh Utara 

2019 68,46 2.606,12 

2020 28,36 2.770,69 

2 
Aceh Barat Daya 

2019 8,33 989,32 

2020 6,59 996,27 

3 
Gayo Lues 

2019 6,98 955,95 

2020 6,24 972,3 

4 
Kota Banda Aceh 

2019 85,24 1.214,90 

2020 86,64 1.415,53 

5 
Kota Sabang 

2019 6,51 666,3 

2020 6,94 735,07 

6 
Pidie Jaya 

2019 8,88 1.047,98 

2020 7,87 1.114,54 

7 
Aceh Tamiang 

2019 13,19 1.278,61 

2020 17,41 1.356,11 

8 
Nagan Raya 

2019 17,41 1.125,22 

2020 16,09 1.263,48 

9 
Aceh Jaya 

2019 6,5 937,76 

2020 5,64 979,94 
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10 
Bener Meriah 

2019 5,08 1.035,48 

2020 5,4 1.044,61 

11 Simeulue 2019 7,44 79,47 

2020 6,18 64,80 

12 Aceh Singkil 2019 6,73 45,26 

2020 10,58 61,14 

13 Aceh Selatan 2019 13,06 139,98 

2020 11,79 126,94 

14 Aceh Tenggara 2019 9,09 117,63 

2020 11,02 95,03 

15 Aceh Timur 2019 14,75 185,15 

2020 14,04 210,85 

16 Aceh Tengah 2019 11,65 190,32 

2020 11,38 179,68 

17 Aceh Barat 2019 20,40 153,80 

2020 18,09 144,77 

Lanjutan Tabel 1.1 

NO Kabupaten/ Kota Tahun Pajak Daerah 

(Milyar 

Rupiah) 

PAD 

(Milyar 

Rupiah) 

18 Aceh Besar 2019 88,45 170,50 

2020 87,22 170,99 

19 Pidie 2019 21,67 243,22 

2020 11,79 229,00 

20 Bireueun  2019 22,23 156,53 

2020 22,75 173,00 
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21 Kota Langsa 2019 14,34 115,24 

2020 14,86 159,53 

22 Kota Lhokseumawe 2019 28,48 61,44 

2020 31,88 67,22 

23 Kota Subussalam 2019 8,75 51,81 

2020 6,33 66,94 

  Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Aceh (2022) 

Berdasarkan laporan statistik keuangan pemerintah Kabupaten/Kota 

Provinsi Aceh pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dijelaskan fenomena atau 

permasalahan yang terjadi bahwa secara rata-rata masing-masing daerah 

Kabupaten/Kota dengan jumlah pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 

2020 seperti jumlah pajak daerah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020 

mengalami penurunan menjadi Rp 28,36 Milyar dari tahun 2019. Hal serupa juga 

terjadi pada daerah lainnya seperti Gayo Lues, Aceh Barat Daya dan Pidie Jaya 

dan Kabupaten/Kota lainnya. Sehingga hal ini menjadi salah satu permasalahan 

yang terjadi untuk tertarik untuk melakukan penelitian.  

Pajak bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah faktor 

sebagai sumber pendapatan  yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak 

sebagai suatu kegiatan yang dapat membiayai dalam hal pembangunan daerah, 

seperti membiayai  utnuk memperbaiki pembangunan, administrasi pemerintah, 

membangun, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan lainnya. dan 

membiayai kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan fenomena yang telah 

diuraikan dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu daerah berdampak baik pada 

peningkatan pembangunan daerah itu sendiri. 
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Berdasarkan uraiandiatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Pajak Daerahterhadap 

Pendapatan asli daerahpada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-

2020”. 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah di uraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pajak daerah 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Aceh tahun 2019-2020 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bahwa pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis 

sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari serta menjadi bahan 

referensi bagi mahasiswa-mahasiswa dilingkungan kampus untuk membantu 

proses perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

 Sebagai bahan masukan khususnya bagi Badan Pengelolaan Keuangan 

Aceh dalam meningkatkan lagi Pajak daerah terhadap pendapatan asli 

daerahKabupaten/ Kota Provinsi Aceh. 
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1.5.Ruang Lingkup Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018:80) ruang lingkup penelitian merupakan 

pembatasan variable yang digunakan, berapa banyak subjek yang akan diteliti, 

luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, dan sebagainya. Adapun ruang lingkup 

penelitian ini adalah hanya pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. 

Ruang lingkup penelitian yang dibahas hanya mengenai Pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerahKabupaten/ Kota Provinsi Aceh. Laporan keuangan atau 

data yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2020. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

 

2.1 Landasan Teoritis 

2.1.1 Pajak Daerah 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang 

pajak penghasilandisebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai 

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Menurut Mardiasmo (2018:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut 

Andriani (2016:2) adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan dan 

terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan mendapat 

prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
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dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pengertian pajak penghasilan 

adalah suatu pungutan atau iuran resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang 

berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak yang 

dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan. Dalam hal pembayaran pajak 

tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

2.1.1.2 Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:1-2) Ada dua fungsi pajak yaitu sebagai 

berikut: 

1.  Fungsi Budgeter 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2.  Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dibidang social dan ekonomi. 

 

Selain itu Mardiasmo (2018:2) juga menyebutkan bahwa, agar 

pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan 

pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.  
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Mardiasmo (2018:6-7) juga menyebutkan, tata cara pemungutan pajak 

dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel sebagai berikut: 

1.  Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. 

3.  Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 

dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut 

kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib 

Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat 

diminta kembali. 

 

2.1.1.3 Pengelompokan dan Sistem Pemungutan Pajak 

Pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo (2018:5) dikelompokkan 

dalam tiga tinjauan, yaitu : 

a. Menurut golongannya : 

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

b. Menurut sifatnya : 

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang 

mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutnya : 

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan,dan Bea 

Meterai. 

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas : 
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1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar kendaraan Bermotor. 

Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan 

Pajak Hiburan. 

 

2.1.1.4 Jenis-Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2018:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperi dibawah 

ini: 

1. Menurut Golongan 

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Langsung 

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 

oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada 

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang 

bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat 

suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya 

pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Menurut Sifat 

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

a. Pajak Subjektif 

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Objekif 

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan , atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun 

tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

3. Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 
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Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM. 

b. Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak 

restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan 

 

Selain itu, menurut Mardiasmo (2018:7) terdapat 3 (tiga) sistem 

pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah, yaitu : 

1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System, adalah suatu system pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terhutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 

adapada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 
 

Resmi ( 2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan 

pajak yaitu:  

a. Offocial Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan 

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. 
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Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 

b. Self Assessment System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesui 

dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif sera kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu 

menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang 

sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyadari 

akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi 

kepercayaan untuk :  

1) Menghitung sendiri pajak yang terutang  

2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang  

3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang  

4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang  

5) Mempertanggungjawabkan pajak yang teruang  

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada 

Wajib Pajak).  

c. With Holding System  

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. 

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – 

undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk 

memotong dan memungut pajak, menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan memlalui sarana perpajakan yang tersedia. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 

2.1.2Pengertian Pajak Daerah 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah bahwa Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut 
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pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang 

perpajakan adalah  “konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Mardiasmo (2018:12) pajak daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10  

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak  daerah 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang  pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya menurut Mardiasmo 

(2018:12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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Menurut Siahaan (2016:9) pajak daerah  merupakan pajak yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah dengan  peraturan daerah (perda), yang wewenang 

pungutanya dilaksanakan oleh  pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk 

membiayai  pengeluaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan  

pemerintah dan pembangunan didaerah. 

Fungsi pajak daerah tidak jauh beda dengan fungsi pajak pada umumnya. 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki  fungsi sebagai salah satu 

sumber peneriman daerah untuk membiayai  rumah tangga pemerintahaanya 

dalam segala bidang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang 

mempunyai dua  fungsi menurut Mardiasmo (2018:13) yaitu: 

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk 

membiayaai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) sebagai alat pengatur atau melaksanakan 

pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 

 

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah 

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

Menurut Halim (2018:96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 

semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rahman (2017:38) Pendapatan Asli 

Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil 

distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 

otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi. pengertian Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD) menurut Waluyo. (2018:48), menyatakan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang 

Menurut Rizki (2021:7) Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan 

Daerah yang bersumberdari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah 

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

perwujudan asas Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel 

utama untuk menentukantingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan 

derajat desentralisas ifiskal. Untuk melihat kemampuan daerah dalam 

menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau 

kemampuan keuangan daerah, dapat digunakan alat analisis Derajat Desentralisasi 

Fiskal. Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 

angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

2.1.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah  

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah yaitu : 

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu : 

a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang 

ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai 

badan hukum publik.  
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b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena 

memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau 

milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai 

sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan 

langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan 

materil 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan.  

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan 

yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, 

pendapatan dinas-dinas.  

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, 

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus.  

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari 

sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

 

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. 

Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah 

satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai 

belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang 

pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan 

kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas 

dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal 

tersebut. Adapun sumber-sumber penerimaan pelaksanaan Pemerintah Daerah 

terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Pinjaman Daerah, dan 

lain-lain pendapatan yang sah.Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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1. Pajak Daerah  

Sejalan dengan penjelasan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai 

pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam 

tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak 

daerah adalah kontibusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut 

Undang-undang No. 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah terdiri dari: 

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:  

1) Pajak kendaraan bermotor  

2) Bea balik nama kendaraan bermotor  

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor  

4) Pajak rokok  

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:  

1) Pajak Hotel  

2) Pajak Restoran  

3) Pajak Hiburan  

4) Pajak Reklame  

5) Pajak Penerangan Jalan  

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

7) Pajak Parkir  

8) Pajak Air Tanah  

9) Pajak Sarang Burung Walet  

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

2. Retribusi Daerah  

Sejalan dengan penjelasan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 tahun 1997 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, lebih 

mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintah yang lebih 

rendah, sebagai berikut:”Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yanh khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau 

Badan” 

 

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa 

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai 

dengan potensi daerah. 
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2.2 Penelitian Sebelumnya 

Haekal dan Widajantie (2022) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah setiap bulan selama periode 2016 – 2020 sebanyak 60 

laporan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah berdasarkan target 

dan realisasinya. Pemilihan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai 

pengaruhakan penghasilan asli daerah Provinsi Jatim, retribusi daerah dan pajak 

daerah yang dimoderasi oleh kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh 

akan penghasilan asli daerah Provinsi Jatim. 

Rizki dan Agustin (2021) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh 

Kota.Hasil penelitian secara Parameter Estimates menunjukan Pajak daerah 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh 

Kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fiel reaseach (studi lapangan) 

dengan pendekatan kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data skunder yaitu laporan keuangan daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

Dokumentasi. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil pengujian Parameter Estimates 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,064> 0,05 yang berarti Ha2 ditolak dan 

H02 diterima yaitu retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil uji Pseudo R-Square secara 
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simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang ditandai dengan nilai signifikansi final dari data menunjukan 

nilai sebesar 0,001 yang berarti kecil dari nilai signifikansi 0,05 (0,001< 0,05), hal 

ini juga menunjukan bahwa Ha3 diterima dan H03 ditolak. 

Sudarmana dan Sudiartha (2020) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah 

dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah 

di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fiel reaseach 

(studi lapangan) dengan pendekatan kuantitatif, sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sumber data skunder yaitu laporan keuangan daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara 

simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya 

penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin 

meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintah 

Kabupaten Badung. 

Sari dan Miftahuljannah (2019) dengan judul Analisis Pengaruh Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada 

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). 

Secara parsial, tidak ada pengaruh antara pajak daerah terhadap pendapatan yang 

dihasilkan secara lokal. Uji hipotesis menunjukkan bahwa pajak daerah 

memberikan pengaruh positif dan tidak ada yang signifikan. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, uji hipotesis menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki 

pengaruh negatif dan tidak ada signifikan terhadap pendapatan yang dihasilkan 

secara lokal. 
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Suhadak dan Saifi (2018) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 

2010 - 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi 

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Secara parsial, hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan 

Pajak Penerangan Jalan yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang berpengaruh secara 

dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian 

sebelumnya dapat dilihat padaTabel 2.1 berikut; 

Tabel 2.1 

Penelitian sebelumnya 

No  Judul Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Metode 

Penelitian  

Hasil Penelitian Persamaan  Perbedaan  

1. Pengaruh 

Pajak 

Daerah dan 

Retribusi 

Daerah 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Provinsi 

Jatim.  

(Haekal dan 

Widajantie, 

2022) 

Kuantitatif 

Asosiatif   

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pajak daerah mempunyai 

pengaruh akan 

penghasilan asli daerah 

Provinsi Jatim, retribusi 

daerah dan pajak daerah 

yang dimoderasi oleh 

kepatuhan wajib pajak 

tidak mempunyai 

pengaruh akan 

penghasilan asli daerah 

Provinsi Jatim. 

 

 

 

Variabel 

pajak daerah 

dan 

pendapatan 

asli daerah 

1. Variabel 

retribusi 

daerah 

2. Lokasi 

3. Variabel 

4. Teknik 

Pengumpulan 

Data 

5. Teknik 

Pengambilan 

Sampel  
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Tabel 2.1 Lanjutan 

No  Judul Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Metode 

Penelitian  

Hasil Penelitian Persamaan  Perbedaan  

2. Pengaruh 

Pajak Daerah 

dan Retribusi 

Daerah 

terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kabupaten 

Lima Puluh 

Kota (Rizki  

dan Agustin, 

2021) 

 

 

Kuantitatif 

Asosiatif 

 

Hasil pengujian 

Parameter Estimates 

memperoleh nilai 

signifikansi sebesar 

0,064> 0,05 yang 

berarti Ha2 ditolak dan 

H02 diterima yaitu 

retribusi daerah tidak 

berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

Kabupaten Lima Puluh 

Kota. Hasil uji Pseudo 

R-Square secara 

simultan pajak daerah 

dan retribusi daerah 

berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sebesar 

0,960 atau 96% yang 

ditandai dengan nilai 

signifikansi final dari 

data menunjukan nilai 

sebesar 0,001 yang 

berarti kecil dari nilai 

signifikansi 0,05 

(0,001< 0,05), hal ini 

juga menunjukan 

bahwa Ha3 diterima 

dan H03 ditolak. 

Variabel 

pajak daerah 

dan 

pendapatan 

asli daerah 

1. Variabel 

rertibusi 

daerah 

2. Lokasi  

3. Teknik 

pengumpula

n data 

4. Teknik 

pengambilan 

sampel  

3 Pengaruh 

Retribusi 

Daerah dan 

Pajak Daerah 

terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah Di 

Dinas 

Pendapatan 

Daerah  

(Sudarmana 

dan Sudiartha, 

2020) 

Kuantitatif 

Asosiatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Retribusi daerah, dan 

pajak daerah secara 

simultan maupun 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Badung. 

Variabel pajak 

daerah dan 

pendapatan asli 

daerah 

1. Variabel 

rertibusi 

daerah 

2. Lokasi 

3. Teknik 

pengumpulan 

data 

4. Teknik 

pengambilan 

sampel 

5. Teknik 

analisis data 
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Tabel 2.1 Lanjutan 

No  Judul Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Metode 

Penelitian  

Hasil Penelitian Persamaan  Perbedaan  

4. Analisis 

Pengaruh Pajak 

Daerah dan 

Retribusi 

Daerah 

terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Studi Kasus 

Pada Badan 

Pengelola 

Pendapatan 

Daerah 

Kabupaten 

Sintang Tahun 

2010-2017) 

(Sari dan 

Miftahuljannah

, 2019). 

Kuantitatif 

Asosiatif 

Secara parsial, tidak ada 

pengaruh antara pajak 

daerah terhadap 

pendapatan yang 

dihasilkan secara lokal. 

Uji hipotesis 

menunjukkan bahwa 

pajak daerah 

memberikan pengaruh 

positif dan tidak ada 

yang signifikan. 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini, uji 

hipotesis menunjukkan 

bahwa retribusi daerah 

memiliki pengaruh 

negatif dan tidak ada 

signifikan terhadap 

pendapatan yang 

dihasilkan secara lokal. 

 

 

 

Variabel 

pajak daerah 

dan 

pendapatan 

asli daerah 

1. Variabel 

retribusi 

daerah 

2. Lokasi 

3. Teknik 

pengumpulan 

data 

4. Teknik 

pengambilan 

sampel 

5. Teknik 

analisis data 

5. Pengaruh Pajak 

Daerah 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Studi Kasus 

Pada Dinas 

Pendapatan 

Kota Batu 

Tahun 2010 - 

2012) 

Kuantitatif 

Asosiatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

Pajak Daerah yang 

meliputi Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, dan 

Pajak Parkir secara 

simultan berpengaruh 

terhadap Pendapatan 

Variabel 

pajak daerah 

dan 

pendapatan 

asli daerah 

1. Lokasi 

2. Teknik 

pengumpulan 

data 

3. Teknik 

analisis data  



26 

 

(Suhadak dan 

Saifi, 2018) 

Asli Daerah. Secara 

parsial, hanya Pajak 

Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak 

Reklame, dan Pajak 

Penerangan Jalan yang 

berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. Pajak 

Penerangan Jalan 

merupakan pajak yang 

berpengaruh secara 

dominan terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah. 

Sumber: Data diolah (2022) 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan sebuah model konseptual tentang bagaimana 

teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yangpenting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

peraturan antara variabel dependen dengan variabel indepsenden. 

 

2.3.1 Hubungan  Pajak Daerahdengan Pendapatan Asli Daerah 

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu 

sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan 

daerah, dimana ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2010:18). Otonomi daerah dipertegas dalam 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 

bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah 

menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan uraian tersebut, 

pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya, sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam 

bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rencana kerja pemerintah daerah 
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tersebut akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah 

diimbangi dengan keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan daerah 

adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu 

sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan 

PAD nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat 

memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. 

Hasil penelitian dari Suhadak dan Saifi (2018)diperoleh terdapat pengaruh 

signifikan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sehingga 

pernyataan diterima. Dikutip dari “UU No. 28 Tahun 2009 yang membahas tentang 

Pajak Daerah, yang dinyatakan sebagai pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada 

daerah yang  terutang  oleh orang  pribadi atau badan yang bersifat  memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya  

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian sebelumnya, maka hubungan 

antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  

2.4 Hipotesis  

Berdasarkan landasan teoritis, penelitian sebelumnya dan kerangka 

pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa Pajak daerah 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. 

 

Pajak Daerah 

 (X) 

Pendapatan Asli Daerah  

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.     Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat 

sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. Rencana penelitian merupakan program menyeluruh dari penelitian 

meliputi hal-hal yang akan dilakukan pada penelitian ini mulai dari membuat 

analisis data, sedangkan struktur penelitian adalah rencana kerja yang akan 

dilakukan dalam suatu penelitian. 

Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki 4 

(empat) aspek sebagaimana diungkapkan oleh Sekaran dan Bougie (2019:152) 

yaitu desain penelitian, yang meliputi serangkaian pilihan pengambilan keputusan 

rasional, isu-isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai tujuan studi 

(eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis), letaknya (yaitu konteks studi), jenis 

yang sesuai untuk tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu dan unit 

analisis 

 

3.1.1.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji Pengaruh Pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Yang menjadi objek 

penelitiannya adalah Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020. 
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3.1.2.  Jenis  Penelitian 

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. 

Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi 

kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau 

lebih masalah (Sekaran dan Bougie, 2019:64). Masalah yang terjadi dalam 

penelitian ini adalah Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel 

bebas yaitu Pajak daerah terhadap variabel tidak bebas yaitu pendapatan asli 

daerah. 

3.1.3. Horison Waktu 

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Data panel 

adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series (runtut waktu) 

dan cross section (seksi silang) (Winarno, 2017). Data yang dikumpulkan hanya 

sekali periode yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

laporan keuangan pada Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh dari tahun 2019 sampai 

2020. Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya adalah dapat 

memberikan data yang lebih informatif dan lebih baik dalam mendeteksi dan 

mengatur efek yang tidak dapat diamati dalam data time series dan cross section. 

Metode pengamatan dalam penelitian ini dengan menggunakan laporan keuangan 

pada Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh dari tahun 2019 sampai 2020. 

3.1.4.  Unit Analisis 

 Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan 

selama tahap analisis data. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan pada Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh dari tahun 2019 sampai 

2020. 



30 

 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan subyek penelitian. Populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:117). Populasi dapat diartikan sebagai 

keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

laporan keuangan tentang Pajak daerah, dana perimbangan dan pendapatan asli 

daerah dari tahun 2019 sampai 2020. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 

23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Jumlah pajak daerah dan PAD 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Jumlah Pajak Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

No Kabupaten/ Kota Pajak Daerah 

(Milyar Rupiah) 

PAD 

(Milyar Rupiah) 

Tahun Tahun 

2019 2020 2019 2020 

1 Aceh Utara 68,46 28,36 2,606,12 2.770,69 

2 Aceh Barat Daya 8,33 6,59 989,32 996,27 

3 Gayo Lues 6,98 6,24 972,3 972,3 

4 Kota Banda Aceh 85,24 86,64 1.415,53 1.415,53 

5 Kota Sabang 6,51 6,94 666,3 735,07 

6 Pidie Jaya 8,88 7,87 1.047,98 1.114,54 

7 Aceh Taming 13,19 17,41 1.278,61 1.356,11 

8 Nagan Raya 17,41 16,09 1.125,22 1.263,48 

9 Aceh Jaya 6,5 5,64 937,76 979,94 
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10 Bener Meriah 5,08 5,4 1.035,48 1.044,61 

11 Simeulue 7,44 6,18 79,47 64,80 

12 Aceh Singkil 6,73 10,58 45,26 61,14 

13 Aceh Selatan 13,06 11,79 139,98 126,94 

14 Aceh Tenggara 9,09 11,02 117,63 95,03 

15 Aceh Timur 14,75 14,04 185,15 210,85 

16 Aceh Tengah 11,65 11,38 190,32 179,68 

17 Aceh Barat 20,40 18,09 153,80 144,77 

18 Aceh Besar 88,45 87,22 170,50 170,99 

19 Pidie 21,67 11,79 243,22 229,00 

Lanjutan Tabel 3.1 

No Kabupaten/ Kota Pajak Daerah 

(Milyar Rupiah) 

PAD 

(Milyar Rupiah) 

Tahun Tahun 

2019 2020 2019 2020 

20 Bieueun 22,23 22,75 156,53 115,24 

21 Kota Langsa 14,34 14,86 115,24 159,53 

22 Kota Lhokseumawe 28,48 31,88 61,44 67,22 

23 Kota Subussalam 8,75 6,3 51,81 66,94 

 

 

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. 

Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai 

kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan 
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Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Data sekunder merupakan daya yang 

diperoleh melalui sumber yang sudah ada dan tidak perlu lagi dikumpulkan dari 

responden langsung. Data tersebut seperti bulletin statistik, publikasi pemerintah 

dan informasi lain yang dipublikasi disebut data sekunder (Sekaran dan Bougie, 

2019:77). 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi 

(Sugiyono, 2019:147). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah 

berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan contohnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life history), ceritra, bografi peraturan, kebijakan. 

Dokumnetasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, seketsa dan 

lain-lain. Dokumentasi berbentuk karya misalnya karya seni yang berbentuk 

gambar, patung, film dan lain-lain. 

3.4 Definisi Operasional Variabel  

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dua variabel bebas (Pajak 

daerah), kemudian satu variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelas definisi variabel dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No  Variabel  Defenisi Indikator  Skala  

1. 
Pendapatan 

asli daerah 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan semua 

penerimaan yang diperoleh 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Interval 
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(Y) daerah dari sumber-

sumber dalam wilahnya 

sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

(Halim, 2018:96). 

 Pajak daerah 

(X1) 

Pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib 

membayarnya menurut 

peraturan-peraturan 

dengan tidak mendapat 

prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung dengan 

tugas Negara untuk 

menyelenggarakan 

pemerintahan 

(Waluyo, 2018:2). 

Jumlah pajak daerah Interval 

Sumber: Data diolah (2022) 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan analisa regresi linier sederhana dengan bantuan program 

SPSS versi 26. Berikut rumus regresi linier sederhana menurut Sugiyono 

(2019:277) adalah: 

Y = a + βX + e 

Dimana : 

Y  : Pendapatan asli daerah 

a : Nilai konstanta 

β : Koefisien regresi  
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X :  Pajak daerah 

e : Error term 

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan analisa 

kuantitatif terhadap jawaban responden yang diukur menggunakan skala rasio 

yaitu skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa 

dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu, dan bisa dibandingkan (paling 

lengkap, mencakup semuanya dibanding skala-skala dibawahannya). 

 

3.6 Pengujian Hipotesis  

Uji t digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel bebas secara 

parsial atau individu terhadap variabel terikat dengan kriteria pengujian sebagai 

berikut: 

1. Dalam uji secara individu dapat dilihat dengan cara berikut: 

Ho : Jika ß= 0, maka Ho diterima, Ha ditolak, artinya pajak daerahsecara 

parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerahpada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020. 

Ho : Jika ß≠ 0  maka Ha diterima, Ho ditolak, artinya pajak daerah secara 

parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerahpada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 

10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan 

Pemerintah Aceh yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab yang 

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta mengatasi permasalahan 

teknis dalam pengelolaan keuangan Aceh, perlu dilakukan penyempurnaan 

terhadap Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. 

Peraturan Gubernur Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Aceh Pasal 1 yaitu Pengelolaan Keuangan Aceh adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung 

jawaban, dan pengawasan keuangan Aceh. Kemudian Peraturan Gubernur Aceh 

Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bahwa untuk menindaklanjuti 

Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi, tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 

Menurut Qanun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan 

unsur pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan 

pembangunan di bidang pengelolaan keuangan kekayaan Aceh. Badan ini 

dipimpin oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
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Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan 

Aceh yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan 

keuangan dan kekayaan aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan 

Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA 

2. Pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran 

3. Pengendalian pelaksanaan APBA 

4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis tentang 

sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah 

5. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh BANK dan atau 

lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk 

6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengaturan dana yang 

diperlukan dalam pelaksanaan APBA 

7. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan 

investasi 

8. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan 

pejabat pengguna anggaran 

9. Pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

aceh 

10. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan aceh 

11. Pelaksanaan penatausahaan asset Aceh; dan 

12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya 

di bidang pengelolaan keuangan Aceh. 
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (LAKIP) 

ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Aceh. Siklus LAKIP diawali dengan penyusunan rencana 

strategik yang mendefinisikan visi, misi, tujuan, sasaran serta program Badan 

Pengelolaan Keuangan Aceh, yang kemudian pada setiap tahunnya ditetapkan 

kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi misi, tujuan serta 

sasaran yang telah ditetapkan. selanjutnya, pada setiap akhir periode pengukuran 

kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja dari 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian kinerja 

dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (LAKIP) yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk membuat kebijakan dan keputusan oleh para stakeholder dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. 

 

4.1.2  Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh  

Visi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah Mewujudkan pengelolaan 

keuagan Aceh yang profesional, transfaran dan akuntabilitas dengan berbasis 

sistem informasi dan teknologi teringresasi pada tahun 2022. Sedangkan misi 

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah sebagai berikut : 

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, 

berkualitas dan berkeadilan 
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2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan 

budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad 

Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah 

dengan tetap menghormati mazhab yang lain 

3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai 

tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki 

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat 

nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, 

baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum 

5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan 

secara mudah, berkualitas dan terintegrasi 

6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap 

kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan 

nilai tambah hasil pertanian dan kelautan 

7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen 

Aceh dalam pembangunan rendah emisi 

8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa 

kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan 

kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan 

9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based 

planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan. 
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4.1.3  Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 

 Setiap organisasi mempunyai tujuannya masing-masing baik itu 

berdasarkan peraturan, undang-undang maupun fungsi dari suatu organisasi 

tersebut. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah sebagai berikut: 

1. Lahirnya aparatur Sipil Negara yang handal dalam Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Aceh; 

2. APBA dapat lebih tepat guna pemanfaatannya terutama dalam 

pembangunan Aceh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; 

3. Semua rakyat Aceh mendapatkan informasi tentang penggunaan APBA; 

4. Wajib Pajak merasa nyaman dan mudah dalam melaksanakan 

kewajibannya. 

5. Meningkatkan Pendapatan Asli Aceh; 

6. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dalam satu pintu; 

7. Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan Kabupaten/Kota 

yang melaksanakan pengelolaan keuangan dapat diandalkan dan 

mempunyai visi yang sama dengan pemerintah provinsi dalam 

melaksanakan pembangunan daerah. 

 Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain: 

1. Mutu perencanaan dan penganggaran keuangan Aceh lebih bermutu dan 

digunakan tepat sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; 

2. Terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan yang merata; 

3. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Aceh; 
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4. Meningkatnya pendapatan Aceh dari sektor pajak kendaraan bermotor; 

5. Terciptanya kemandirian daerah; 

6. Memudahkan mendapatkan data dan terwujudnya kemudahan dalam 

melakukan control terhadap keuangan Aceh; 

7. Terwujudnya pembangunan kabupaten/kota di Wilayah Aceh yang 

mandiri dan sejahtera serta terwujudnya pembangunan yang terintegrasi. 

4.1.4  Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Aceh. Struktur Organisasi dari Badan Pengelolaan 

Keuangan Aceh membawahi Sekretariat; kemudian Sekretariat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan. Kemudian di bawah 

sekretaris membawahi beberapa bidang yaitu bidang anggaran, bidang Anggaran 

Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari Sub Bidang 

Penyusunan Anggaran, Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Sub Bidang 

Anggaran Badan Layanan Umum Daerah. Bidang Perbendaharaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, 

Sub Bidang Belanja Langsung dan Sub Bidang Pembinaan Perbendaharaan. 

Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari, Sub 

Bidang Akuntansi Pendapatan, Sub Bidang Akuntansi Belanja  dan Sub Bidang 

Penyajian Laporan Keuangan.  

Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Aceh Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
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terdiri dari Sub Bidang Wilayah I, Sub Bidang Wilayah II dan Sub Bidang 

Wilayah III. Kemudian Bidang Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

g, terdiri dari Sub Bidang Penatausahaan Asset, Sub Bidang Legalitas dan 

Pengamanan Asset dan Sub Bidang Pemindahtanganan Asset. Bidang Pendapatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari Sub Bidang Pendapatan 

Asli Aceh Sub Bidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah dan 

Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh.  

 

4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1  Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Data 

yang diuji meliputi pajak daerahdanpendapatan asli daerah. Analisis statistik 

deskriptif dari data penelitian dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.1 

berikut; 

Tabel4.1 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pajak daerah (X) 46 5,08 88,45 20,4067 23,24585 
Pendapatan asli 

daerah (Y) 
46 45,26 2770,69 607,9657 649,54126 

Valid  N(listwise) 46     

Sumber : Data diolah, 2020 

 Tabel 4.1 menjelaskan nilai maksimun, minimum dan nilai rata-rata dari 

tiap variabel penelitian pada 46 sampelpada Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh 

tahun 2019-2020. Untuk variabel dependen yaitu  pendapatan asli daerah, 

diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 45,26 yang dialami oleh Kabupaten 

Aceh Singkil pada tahun 2019, Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 

2019-2020, Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh pernah memiliki nilai pendapatan 

asli daerah paling rendah 45,26 dari total nilai pajak daerah. Kemudian nilai yang 
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Maximum (tertinggi) pendapatan asli daerah adalah sebesar 2770,69 yang dialami 

oleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, 

selama tahun 2019-2020, Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh pernah memiliki nilai 

pendapatan asli daerah paling tinggi 2770,69 dari total pendapatan asli daerah. 

Nilai rata-rata (mean) pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh 

tahun 2019-2020 sebesar 607,9657.  

Untuk variabel independen yaitu pajak daerah, diperoleh nilai minimum 

(terendah) sebesar 5,08 yang dialami oleh Kabupaten Bener Meriah pada tahun 

2019, Nilai tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2019-2020. Kemudian 

nilai yang Maximum (tertinggi) dari pajak daerah adalah sebesar 88,45 yang 

dialami oleh Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2019. Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa, selama tahun 2019-2020, Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh pernah 

memiliki pajak daerah paling tinggi 88,45 dari total pendapatan asli daerah. Nilai 

rata-rata (mean) pajak daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020 

sebesar 20,4067. 

 

4.2.2  Hasil Persamaan Regresi Liner Sederhana 

Pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah 

dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut terdiri dari rumusan masalah 

pertama dan kedua. Untuk menguji pajak daerah berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020 

digunakan analisis path dengan bantuan program SPSS versi 26 dan hasil seperti 

terlihat pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 483,985 126,400  3,829 ,000 

Pajak Daerah (X) 6,075 1,112 ,417 5,463 ,000 

a. Dependent Variable: PendapatanAsli Daerah (Y) 

Sumber : Data diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dengan persamaan regresi linier sederhana 

adalah sebagai berikut: 

Y = 483,985+ 6,075X + e 

Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana tersebut dapat diketahui 

bahwa: 

1. Konstanta (a) sebesar 483,985, artinya jika pajak daerah di anggap konstan, 

maka pendapatan asli daerah sebesar 483,985. 

2. Koefisien regresi pajak daerah sebesar 6,075, artinya menunjukkan bahwa 

apabila variabel pajak daerah meningkat 1 satuan, maka tingkat pendapatan asli 

daerah akan meningkat sebesar 6,075. 

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat hasil pengujian hipotesis yang merupakan 

dari rumusan masalah dalam penelitian ini. secara berurutan jawaban rumusan 

masalah tersebut akan dipaparkan sebagai berikut; 

 

4.2.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis yang pertama dalam penelitian ini akan 

menjawab apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-2020. 
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Berdasarkan Tabel 4.2 nilai koefisien beta (β1) pajak daerah sebesar 

6,075. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 6,075≠ 0. Hal ini berarti nilai koefisien 

beta pajak daerah tidak sama dengan nol (β1≠0). Selanjutnya nilai tersebut 

dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka Ha1 

diterima, artinya pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 

4.2.2.2 Koefisien Determinasi 

Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan 

variabel terikat dapat dilihat pada Tabel: 

Tabel 4.3 

   Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,417
a
 0,347 0,326 41,16558 

Sumber: Data diolah, (2022) 

 

Berdasarkan hasil koefisien determinasi berfungsi untuk melihat 

konstribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel 4.2, 

nilai R Square sebesar 0,347. Nilai tersebut menunjukkan bahwa konstribusi 

pengaruh dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 34,7%. 

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,3% dipengaruhi oleh variabel bebas lain di 

luar penelitian ini. Dengan demikian, fluktuasi pendapatan asli daerah, baik itu 

kenaikan ataupun penurunan sangat kecil dipengaruhi oleh pajak daerah. 

4.3. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesi telah diperoleh melalui uji regresi linier 

sederhana pada bagian sebelumnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 

2019-2020 akan dibahas sebagai berikut; 
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4.3.1 Pengaruh Pajak Daerahterhadap Pendapatan Asli Daerah  

 

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, pajak daerah 

berpengaruh secara positif terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien beta 

(β1) pajak daerah sebesar sama 6,075. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 6,075≠ 

0. Hal ini berarti nilai koefisien beta pajak daerah tidak sama dengan nol (β1≠0). 

Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak 

hipotesis. Maka Ha2 diterima, artinya pajak daerah berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian 

dari Haekal dan Widajantie (2022) mengatakan pajak daerah berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian hasil penelitian dari Rizki  dan 

Agustin (2021) mengatakan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Sudarmana dan Sudiartha 

(2020 )mengatakan secara individu pajak daerah berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahannya, sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan 

dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rencana kerja pemerintah 

daerah tersebut akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah 

diimbangi dengan keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan daerah 

adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu 

sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan 

PAD nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat 

memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan 

yang telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan 

pendekatan regresi liner sederhana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Acehtahun2019-2020 dengan nilai koefisien beta (β1) pajak 

daerah sebesar 6,075. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 6,075 ≠ 0. 

2. Nilai R Square sebesar 0,347. Nilai tersebut menunjukkan bahwa konstribusi 

pengaruh dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 

34,7%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,3% dipengaruhi oleh variabel 

bebas lain di luar penelitian ini. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan pengelolaan hasil 

kekayaan daerah agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Bagi Hasil kekayaan alam maupun dalam pengelolaan pajak daerah 

untuk memenuhi kebutuhan belanja sendiri termasuk Belanja Modal 

sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah 

pusat. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan sampel yang 

digunakan dan memperluas periode pengamatan 
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Lampiran 1: Jumlah Pajak Daerah dan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

NO Kabupaten/ Kota Tahun 

Pajak 

Daerah 

(Milyar 

Rupiah) 

PAD 

(Milyar 

Rupiah) 

1 
Aceh Utara 

2019 68,46 2,606,12 

2020 28,36 2.770,69 

2 
Aceh Barat Daya 

2019 8,33 989,32 

2020 6,59 996,27 

3 
Gayo Lues 

2019 6,98 955,95 

2020 6,24 972,3 

4 
Kota Banda Aceh 

2019 85,24 1.214,90 

2020 86,64 1.415,53 

5 
Kota Sabang 

2019 6,51 666,3 

2020 6,94 735,07 

6 
Pidie Jaya 

2019 8,88 1.047,98 

2020 7,87 1.114,54 

7 
Aceh Tamiang 

2019 13,19 1.278,61 

2020 17,41 1.356,11 

8 
Nagan Raya 

2019 17,41 1.125,22 

2020 16,09 1.263,48 

9 
Aceh Jaya 

2019 6,5 937,76 

2020 5,64 979,94 

10 
Bener Meriah 

2019 5,08 1.035,48 

2020 5,4 1.044,61 

11 Simeulue 2019 7,44 79,47 

2020 6,18 64,80 

12 Aceh Singkil 2019 6,73 45,26 

2020 10,58 61,14 

13 Aceh Selatan 2019 13,06 139,98 

2020 11,79 126,94 

14 Aceh Tenggara 2019 9,09 117,63 

2020 11,02 95,03 

15 Aceh Timur 2019 14,75 185,15 

2020 14,04 210,85 

16 Aceh Tengah 2019 11,65 190,32 

2020 11,38 179,68 

17 Aceh Barat 2019 20,40 153,80 

2020 18,09 144,77 

18 Aceh Besar 2019 88,45 170,50 

2020 87,22 170,99 

19 Pidie 2019 21,67 243,22 

2020 11,79 229,00 

20 Bireueun  2019 22,23 156,53 

2020 22,75 173,00 

 

NO Kabupaten/ Kota Tahun Pajak PAD 



 

 

 

 

 

 

Daerah 

(Milyar 

Rupiah) 

(Milyar 

Rupiah) 

21 Kota Langsa 2019 14,34 115,24 

2020 14,86 159,53 

22 Kota Lhokseumawe 2019 28,48 61,44 

2020 31,88 67,22 

23 Kota Subussalam 2019 8,75 51,81 

2020 6,33 66,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 : Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh 
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Lampiran 3 : Perembangan PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh 
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Lampiran 4 : Persamaan Regresi Linier Sederhana 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pajak Daerah (X) 46 5,08 88,45 20,4067 23,24585 
Pendapatan Asli Daerah (Y) 46 45,26 2770,69 607,9657 649,54126 
Valid N (listwise) 46     

 

 
Variables Entered/Removed

a
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Pajak Daerah 
(X)

b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y) 
b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,417
a
 ,347 ,326 41,16558 

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah (X) 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9897567,910 1 9897567,910 24076 ,000
b
 

Residual 18088105,091 44 411093,298   
Total 27985673,001 45    

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y) 
b. Predictors: (Constant), Pajak Daerah (X) 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 483,985 126,400  3,829 ,000 

Pajak Daerah (X) 6,075 1,112 ,417 5,463 ,000 

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y) 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study is to examine the effect of Regional Tax on Regional 

Original Income in Regencies/Cities in Aceh Province in 2019-2020. This research 

method is a quantitative method. The population in this study were 46 samples. The object 

in this research is the Regency/City in Aceh Province in 2019-2020. Data analysis 

techniques in this study using simple linear regression analysis. The type of data used in 

this research is secondary data. The results of the study show that local taxes have a 

positive effect on Regional Original Income in Regencies/Cities in Aceh Province in 

2019-2020. 

 

Keywords: Local Tax and Local Revenue 

 

 

ABSTRAK 

 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pajak Daerah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2019-

2020. Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 46 sampel. Objek dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

Tahun 2019-2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan mengggunakan 

analisis regresi linier sederhana. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Daerah berpengaruh positif 

terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-

2020. 

 

Kata kunci: Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah 
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1. Pendahuluan 

Pembangunan daerah saat ini telah 

berjalan atau berlangsung di setiap 

daerah yang ada diwilayah Indonesia 

dengan yang dilaksanakan berdasarkan 

peraturan pemerintah atau prinsip-

prinsip otonomi daerah. Kegiatan 

pembangunan dilaksanakan berdasarkan 

kepentingan daerah atau 

mempertimbangkan pada kebutuhan 

daerah. 

Pembangunan daerah merupakan 

suatu proses berkala dan terus-menerus 

berubah ke arah yang lebih baik, dimana 

pada setiap prosesnya dibutuhkan dana, 

biaya dan sumber daya yang cukup, agar 

pembangunan bisa menyentuh setiap 

lapisan masyarakat. Kegiatan pajak 

dalam penerimaan negeri sangat 

berpengaruh bagi daerah,  namun masih 

belum tercapai jika dilihat dari 

banyaknya wajib pajak yang belum 

patuh terhadap kewajiban atau 

penyetoran wajib pajak.  

Pendapatan yang dikembangkan di 

daerah diharapkan dapat menjadi sumber 

pendapatan potensial yang 

dikembangkan untuk menjadi 

pendapatan utama dan menjadi sumber 

anggaran pendapatan daerah dalam 

rangka mendukung pembangunan 

daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah 

mendapat kewenangan untuk mengelola 

sumber daya pendapatan daerah 

(Wandira, 2013).  

Sesuai yang tercantum dalam 

undang- undang UU No. 32 Tahun 2004 

Tentang Otonomi Daerah di mana 

adanya peluang bagi daerah untuk 

menggali potensi keuangan yang ada 

didaerah.Pajak bagi pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah menjadi salah 

faktor sebagai sumber pendapatan  yang 

utama dan juga sebagai alat pengatur. 

Pajak sebagai suatu kegiatan yang dapat 
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membiayai dalam hal pembangunan 

daerah, seperti membiayai  utnuk 

memperbaiki pembangunan, administrasi 

pemerintah, membangun, menyediakan 

fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan 

lainnya. dan membiayai kegiatan 

pemerintah daerah.  

Berdasarkan uraian diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul 

“Pengaruh Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

tahun 2019-2020”. 

 

1.1 Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan 

uraian yang telah di uraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah pajak daerah 

berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Aceh tahun 2019-2020 

1.2 Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bahwa pajak daerah 

berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Aceh tahun 2019-2020. 

1.3 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat di 

ambil dari penelitian ini terbagi menjadi 

2 yaitu: 

1. Bagi teoritis 

Dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman 

bagi penulis sebagai bahan 

perbandingan antara teori yang 

telah dipelajari serta menjadi 

bahan referensi bagi mahasiswa-

mahasiswa dilingkungan kampus 

untuk membantu proses 

perkuliahan 

2. Bagi praktis 
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Sebagai bahan masukan 

khususnya bagi Badan 

Pengelolaan Keuangan Aceh 

dalam meningkatkan lagi Pajak 

daerah terhadap pendapatan asli 

daerah Kabupaten/ Kota Provinsi 

Aceh. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018:80) 

ruang lingkup penelitian merupakan 

pembatasan variable yang digunakan, 

berapa banyak subjek yang akan diteliti, 

luas lokasi penelitian, materi yang dikaji, 

dan sebagainya. Adapun ruang lingkup 

penelitian ini adalah hanya pada lingkup 

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. 

Ruang lingkup penelitian yang dibahas 

hanya mengenai Pajak daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota 

Provinsi Aceh. Laporan keuangan atau 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

mulai dari tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2020. 

2. Kajian kepustakaan 

Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi 

merupakan salah satu system informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

memudahkan aktivitas pengambilan 

keputusan berdasarkan data-data dan 

transaksi keuangan yang terjadi dalam 

perusahaan. 

Menurut Romney dan Steinbart 

(2015:10), system informasi akuntansi 

merupakan sebuah sistem yang 

mengumpulkan, mencatat, menyimpan, 

dan juga memproses data menjadi 

informasi yang berguna dalam 

membantu proses pengambilan 

keputusan. 

Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10  tentang 
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Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang 

dimaksud dengan pajak  daerah adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang  pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan  untuk keperluan daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Selanjutnya menurut Mardiasmo 

(2018:12) pajak daerah adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesarbesarnya 

kemakmuran rakyat. 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah   

Menurut Halim (2018:96) Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) merupakan semua 

penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Rahman (2017:38) Pendapatan 

Asli Daerah adalah pendapatan daerah 

yang bersumber dari hasil pajak daerah 

,hasil distribusi hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

sah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otoda sebagai perwujudan 

asas desentralisasi.  

3. Metodologi Penelitian 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini ingin menentukan 

penyebab atas permasalahan yang 

terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah studi kausal. 

Studi kausal adalah studi dimana peneliti 

ingin menemukan penyebab dari satu 

atau lebih masalah (Sekaran dan Bougie, 
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2019:64). Sumber data dalam penelitian 

ini adalah data sekunder berupa laporan 

keuangan Badan Pengelolaan Keuangan 

Aceh. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah 

langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. 

Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan studi 

dokumentasi (Sugiyono,2019:147). 

Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan sebagai 

alat analisis dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan analisa regresi 

linier sederhana dengan bantuan program 

SPSS versi 21. 

Dalam penelitian ini data dianalisis 

dengan menggunakan analisa kuantitatif 

terhadap jawaban responden yang diukur 

menggunakan skala rasio yaitu skala 

pengukuran yang ditujukan pada hasil 

pengukuran yang bisa dibedakan, 

diurutkan, mempunyai jarak tertentu, dan 

bisa dibandingkan (paling lengkap, 

mencakup semuanya dibanding skala-

skala dibawahannya). 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis dilakukan sesuai dengan 

hipotesis yang telah dirumuskan. Data 

yang diuji meliputi pajak daerah dan 

pendapatan asli daerah dengan nilai 

maksimun, minimum dan nilai rata-rata 

dari tiap variabel penelitian pada 46 

sampel pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Aceh tahun 2019-2020. Untuk variabel 

dependen yaitu  pendapatan asli daerah, 

diperoleh nilai minimum (terendah) 

sebesar 45,26 yang dialami oleh 

Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 

2019, Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa, selama tahun 2019-2020, 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pernah 
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memiliki nilai pendapatan asli daerah 

paling rendah 45,26 dari total nilai pajak 

daerah. Kemudian nilai yang Maximum 

(tertinggi) pendapatan asli daerah adalah 

sebesar 2770,69 yang dialami oleh 

Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2020. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa, 

selama tahun 2019-2020, Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Aceh pernah memiliki 

nilai Pendapatan Asli Daerah paling 

tinggi 2770,69 dari total pendapatan asli 

daerah. Nilai rata-rata (mean) 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020 

sebesar 607,9657.  

Untuk variabel independen yaitu 

pajak daerah, diperoleh nilai minimum 

(terendah) sebesar 5,08 yang dialami 

oleh Kabupaten Bener Meriah pada 

tahun 2019, Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa, selama tahun 2019-2020. 

Kemudian nilai yang Maximum 

(tertinggi) dari pajak daerah adalah 

sebesar 88,45 yang dialami oleh 

Kabupaten Aceh Besarpada tahun 2019. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa, 

selama tahun 2019-2020, Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Aceh pernah memiliki 

pajak daerah paling tinggi 88,45 dari 

total pendapatan asli daerah. Nilai rata-

rata (mean) pajak daerah Kabupaten/ 

Kota di Provinsi Aceh tahun 2019-2020 

sebesar 20,4067. 

Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil koefisien 

determinasi berfungsi untuk melihat 

konstribusi pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah. Berdasrkan tabel 

4.2, nilai R Square sebesar 0,347. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa konstribusi 

pengaruh dari pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah yaitu sebesar 

34,7%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 

65,3% dipengaruhi oleh variabel bebas 

lain di luar penelitian ini. Dengan 

demikian, fluktuasi pendapatan asli 
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daerah, baik itu kenaikan ataupun 

penurunan sangat kecil dipengaruhi oleh 

pajak daerah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan terhadap permasalahan 

yang telah dirumuskan dalam hipotesis 

penelitian dengan menggunakan 

pendekatan regresi liner sederhana, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pajak daerah berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 

tahun 2019-2020 dengan nilai 

koefisien beta (β1) pajak daerah 

sebesar 6,075. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa 6,075 ≠ 0. 

2. Nilai R Square sebesar 0,347. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa 

konstribusi pengaruh dari pajak 

daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah yaitu sebesar 34,7%. 

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 

65,3% dipengaruhi oleh variable 

bebas lain di luar penelitian ini. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka 

penulis menyampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah daerah sebaiknya 

dapat meningkatkan pengelolaan 

hasil kekayaan daerah agar mampu 

meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Bagi Hasil 

kekayaan alam maupun dalam 

pengelolaan pajak daerah untuk 

memenuhi kebutuhan belanja 

sendiri termasuk Belanja Modal 

sehingga dapat mengurangi tingkat 

ketergantungan terhadap 

pemerintah pusat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan 

acuan untuk melakukan penelitian 

lanjutan dengan menambahkan 
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sampel yang digunakan dan 

memperluas periode pengamatan. 
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